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Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan 
petani salak di Desa Pangu Kecamatan Ratahan. Dengan menggunakan metode kualitatif, 
peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh 
Santosa (2003:237), yang mengatakan bahwa peran sebagai suatu kebijakan, dan peran 
sebagai strategi. Sehingga penelitian ini di fokuskan pada dua aspek peran, yakni peran 
sebagai kebijakan. Artinya peneliti akan melihat bagaimana kebijakan yang di buat oleh 
pemerintah Desa Pangu dalam pemberdayaan petani salak, dan peran sebagai strategi, artinya 
akan diihat bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pangu 
untuk petani salak. Temuan penelitian menggambarkan pada aspek kebijakan, pemerintah 
Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur  dalam pemberdayaan petani salak tidak ada dalam 
bentuk peraturan desa ataupun rencana pembangunan desa dibidang pertanian. Pemerintah 
desa dan Badan Permusyawaratan Desa hanya mendorong agar petani salak dalam 
mengelolah hasil pertanian dengan berinovasi pada pada produksi lain seperti buah salak 
dijadikan sebagai jajanan khas desa pangu. Sedangkan peran dilihat dari aspek strategi, 
pemerintah desa hanya mengingatkan saja bahwa desa pangu sejak dulu sudah dikenal 
sebagai penghasil buah salak, maka agar eksistensi tersebut tidak luntur seiring dengan 
perkembangan zaman, maka setiap keluarga harus menanam pohon salak. Tidak ada strategi 
yang dijabarkan dalam pembangun pertanian didalam program kerja pemerintahan desa.  
 




This research will look at the role of the village government in empowering salak farmers in 
Pangu Village, Ratahan District. By using qualitative methods, the role of government will be studied 
using the role theory proposed by Santosa (2003: 237), which states that role is a policy and role is a 
strategy. So this research is focused on two aspects of the role, namely the role as policy. This means 
that researchers will see how the policies made by the Pangu Village government in empowering salak 
farmers, and their role as a strategy, meaning that they will see how the empowerment strategy 
carried out by the Pangu Village government for salak farmers. The research findings illustrate that in 
the policy aspect, the Pangu Village government, East Ratahan District, in empowering salak farmers 
does not exist in the form of village regulations or village development plans in agriculture. The 
village government and the Village Consultative Body only encourage salak farmers in managing 
agricultural products by innovating in other products such as salak fruit to be used as a typical pangu 
village snack. Whereas the role is seen from the strategic aspect, the village government only reminds 
us that the pangu village has long been known as a producer of salak fruit, so that its existence does 
not fade along with the times, every family must plant salak trees. There is no strategy outlined in 
agricultural development in the village government work program. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia 
mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Di lihat dari sisi geografis, 
Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak 
jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu dari sisi geologi, 
Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk 
pegunungan yang kaya  akan mineral. 
Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ditambah 
posisi Indonesia yang dinilai amat strategis. Sehingga sektor pertanian berperan penting 
terhadap perekonomian nasional, sumbangannya terhadap pendapatan devisa negara di luar 
minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa di abaikan. Sejalan dengan hal 
ini, kondisi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang luas 
harus mendapat prioritas utama dalam pengembangannya. Dengan demikian, penemuan 
terhadap kebutuhan pangan, bahan baku industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan 
kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor komoditi pertanian diharapkan dapat terjamin 
dan berkesinambungan. 
Tidak dipungkiri jika sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di 
sektor pertanian, meski profesi sebagai petani sering dianggap sebelah mata. Sehingga sektor 
pertanian harus diperhatikan dan di kembangkan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah 
sepakat bahwa suatu pembangunan yang dilakukan ialah demi mensejahterakan rakyat harus 
dilakukan dengan terarah oleh segala elemen pemerintahan yang ada baik dari pemerintah 
pusat sampai pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan yang berhubungan demi 
tercapainya segala tujuan bersama dengan segala fasilitas yang dimiliki kemudian akan di 
berikan kepada masyarakat demi terciptanya suatu cita-cita yang luhur danbersama. 
Pemerintah pusat memerintahkan jajaran daerah agar memerhatikan kesejahteraan 
masyarakatnya terutama pada petani dengan memberi segala ruang yang dibutuhkan guna 
memperlancar apa yang di capai masyarakat petani. 
Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan 
perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, yaitu mulai dari 
aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai pada aspek 
menejerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, 
politik, keamanan, dan lingkungan. Pemberdayaan merupakan tanggung jawab utama dalam 
program pembangunan, sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati secara fisik. Akan 
tetapi yang lebih penting adalah masyarakat menjadi lebih berdaya atau memiliki daya, 
kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, 
dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang seharusnya 
memajukan cita-cita suatu pembangunan yang merata. 
Sebab perhatian yang sesungguhnya untuk mengentaskan permasalahan tersebut baik 
aparatur pemerintah terkhususnya daerah harus menjadi fasilitator akan kegiatan bagi petani 
ini untuk terus menerus memperbaiki suatu pandangan serta cita-cita yang akan membuat 
kemajuan dari hasil panen tersebut. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan 
kemandirian masyarakat. Berkaitan dengan program pembangunan, tujuan yang ingin dicapai 
adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut 
meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan demi 
kemajuan akan dirinya serta pertambahan suatu pendapatan yang lebih. 
Salah satu daerah yang harus dilakukan pemberdayaan di sektor pertanian adalah 
Provinsi Sulawesi Utara. Dimana daerah tersebut sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai 
petani. Terdiri dari beberap subsektor pertanian diantaranya, sektor tanaman pangan, sektor 
perkebunan, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor peternakan. Lebih lanjut secara 
khusus di Kabupaten Minahasa tenggara di desa pangu kecamatan ratahan. Masyarakat di desa 
pangu sebagian berprofesi sebagai petani salak. 
Berdasarkan observasi peneliti sebagian besar petani salak di Desa Pangu mengatakan 
hasil panen salak tidak seimbang dengan harga di pasaran. Hasil panen seringkali tidak memiliki 
nilai jual yang signifikan dengan realitas yang ada, sebagai contoh nilai jual salak di tingkat 
nasional kalah bersaing dengan nilai jual dengan produk salak dari daerah lain sehingga petani 
hanya mampu bersaing secara lokal saja. Kondisi ini sebabkan karena tidak adanya kemampuan 
 
pengelolaan secara medern yang di ketahui oleh para petani salak dalam memasarkan hasil 
panen. 
Sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh petani salak Desa Pangu adalah 
Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah melakukan sosialisasi mengenai 
pengembangan buah salak menjadi produk Usaha mikro kecil menengah yakni salak selain 
dapat di jual buahnya, bagian lain dari buah salakpun bisa dimanfaatkan sebagai bahan 
konsumsi ekonomis masyarakat petani salak desa pangu, seperti biji salak dapat dijadikan 
sebagai Kopi (Kobisa), dan daging buah salak pun bisa dijadikan sebagai dodol salak, serta buah 
salak dapat juga di oleh menjadi sirup sebagai produk khas oleh-oleh Desa Pangu. Lebih lanjut 
mengenai Hasil panen salak dalam dua minggu mencapai 100-200 Kg, hasil panenpun tidak 
menentu karena sangat bergantung pada produktivitas buah salak. Untuk hasil panen di jual ke 
pengepul dengan harga Rp. 3.000-5.000 setelah dari pengepul buah salak khas Desa pangu di 
Pasarkan ke Ternate dan Ambon dengan harga Rp. 5.000-6.000. 
Sebagaimana disampaikan oleh beberapa petani dilapangan, mereka tidak dibekali 
dengan pengetahuan dari pihak pemerintah setempat. Artinya ada aspek pemberdayaan petani 
salak yang belum di sentuh oleh pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Desa. Jadi jika 
kemampuan petani dalam bertani tidak dibekali dengan kemampuan medern maka hasilnya 




A. Konsep Peran 
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah 
perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan 
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang 
diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-
pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang 
diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh 
masyarakat kepadanya. Soerjono Soekanto, (2002: 243). 
Peran menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok 
pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan “peran sebagai perangkat harapan-
harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial 
tertentu. Grass, Mason dan MC Eachern (2006: 100). 
Peran menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah 
tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peran merupakan 
perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan 
di masyarakat. Kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Poerwadarminta (2005:751). 
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia 
menjalankan suatu peran, Pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang 
lainnya. Soerjono Soekanto (2009:212). 
Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:237), mengemukakan tiga dimensi peran 
sebagai berikut: Pertama, Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat 
bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan. Kedua, peran 
sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk 
mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu 
paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan 
didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. Ketiga Peran 
sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan 
masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh 
suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan 
dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan 
keputusan yang responsif dan responsible. 
 
 
B. Konsep Pemerintah Desa 
Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah 
pemerintah diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya 
dalam “memerintah” sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus 
menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal 
(rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 
28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam 
susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala 
kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam 
usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam 
badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif 
Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai 
pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara 
administrasi negara. Bagir Manan ( 2001:101). 
Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan 
Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan. Ridwan HR( 2002:2). 
Fungsi pemerintahan yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi 
diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara 
pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan 
fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. 
Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan 
lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang 
sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. pelayan 
(service). Ndraha (2001: 85). 
Pemerintah sebagai subjek hukum positif berkedudukan sebagai lembaga istimewa di 
tengah-tengah sebagai subjek hukum lainnya karena memiliki kekuasaan (power) dengan 
berbagai nilai yang sah dan ruang yang sangat luas untuk bertindak secara bebas menurut 
kehendak sendiri. Ndraha (2003: 427). 
Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal Comparative Government, 
mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), harus 
mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), mempunyai pejabat pemerintah 
(the duty) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (menner, method, and system) terhadap 
rakyatnya. Syafiie (2004:5). 
Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra Pemerintah ( government ) ditinjau dari 
pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women 
in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang 
berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan 
dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau 
badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. 
W. Riawan Tjandra (2009: 197) 
Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: merupakan suatu 
bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng 
Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan 
memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi 
pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan 
segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata 
dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. 
 
C. Konsep Pemberdayaan Petani 
Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: “Upaya untuk memenuhi kebutuhan 
yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki 
kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi 
keinginan-keinginanya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan 
pekerjaanya, aktivitas sosialnya”. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang 
dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi 
 
kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Totok dan Poerwoko (2012: 27) 
Ambar Teguh (2004: 79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu 
pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya 
kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada 
masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya 
yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. 
Menurut Chatarina Rusmiyati (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah 
suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya 
atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk 
berpartisipasi terhadap kejadian- kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. 
Sedangkan menurut Ambar Teguh (2004: 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai 
suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau 
proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak 
yang tidak atau kurang berdaya. 
Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa 
pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or authority dan to give to or 
enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, 
mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian 
kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau 
keberdayaan. 
Konsep pemberdayaan menurut Sunit Agus T (2008: 9) berkaitan dengan dua istilah 
yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan 
dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 
menurut Sudjana (2001: 256) pentingnya pembangunan masyarakat yang 
menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan 
penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainya, 
dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk. 
Menurut Sunyoto Usman (2010: 31), usaha memberdayakan masyarakat desa serta 
menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yasng semakin kompleks, 
pembangunan pedesaan dalam perkembanganya tidak semata- mata terbatas pada peningkatan 
produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program 
peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan 
dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh 
pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak 
bergantung dan dapat lepas dari belenggu strukural yang membuat hidup  sengsara. 
Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep good govermance. 
Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan 
masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya 
menjalin kemitraan yang selaras. 
Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan 
terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S (2003: 44) dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: 
1. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal 
ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang 
ada pada masyarakat itu sendiri. 
2. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat 
argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat pemutusan 
terhadap hal tersebut. 
3. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah 
kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahetraan sosial tetapi berkaitan dengan 
faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan. 
4. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya 
masyarakat. 
 
Sedangkan Menurut Ambar Teguh S (2004: 83), bahwa pemberdayaan tidak bersifat 
selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas 
untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti 
pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. 
Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Ambar Teguh S (2004: 83), tahap-tahap 
yang harus dilalui tersebut meliputi : 
1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga 
merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan 
agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil 
peran di dalam pembangunan. 
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga 
terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. 
Jadi kesimpulanya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya 
atau kekuatan (power) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta 
pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas 
dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif 
untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat 
memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.  
Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat 
memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah – 
masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhanya dengan tidak 
menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non 
pemerintah. 
Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan, upaya pendidikan merupakan 
aktifitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah komponen pendidikan yang saling 
berinteraksi atau interdepensi satu sama lain. Apabila upaya pendidikan hendak dilaksanakan 
secara terencana dan teratur, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, 
dikaji dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja komponen-komponen itu secara 
menyeluruh dan terpadu, akan dapat menumbuhkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, 




Penelitian ini metode penelitian kualitatif yang dituangkan secara deskriptif. (Moleong, 
2017:6). Apun fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam 
pemberdayaan petani salak di Desa Pangu Kecamatan Ratahan.  Peran pemerintah desa disini 
akan dikaji dengan mengunakan pendekatan yang dikemukan oleh Santosa (2003:237), yang 
mengatakan bahwa peran sebagai suatu kebijakan, dan peran sebagai strategi. Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis 





A. Aspek Peran Sebagai Kebijakan 
Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang 
hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula gevernance yang menyentuh pengelolaan 
sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-
pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya 
alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 
masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau 
bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang 
mewakili sistem politik suatu negara. 
Kebijakan erat kaitannya dengan organisasi pemerintah yang menjalankan rodah 
 
pemerintahan. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan 
sebuah produk kebijakan. Dalam konteks pemberdayaan petani salak, maka salah satu indikator 
untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah dalam memperhatikan petani 
maka acuannya adalah bagaimana atau seperti apa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk 
mencapai tujuan dalam pemberdayaan petani. 
Berbicara mengenai kebijakan dalam pertanian lebih khusus dalam kebijakan 
pemeberdayaan petani salak desa pangu maka pemerintah lah yang punya eksistensi untuk 
menentukan kebijakan itu. Biasanya kebijakan dilahat pada visi misi pemerintah desa dalam 
kepemimpinan selama periodenya, dan kebijakan biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan 
atau instruksi pemerintah desa. Di dalam kebijakan tentu ada yang dikenal dengan program-
program kerja kedapan yang akan dicapai. Kaitannya dengan pemberdayaan adalah mengenai 
program apa yang dibuat oleh pemerintah desa pangu dalam pemberdayaan petani salak. 
Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pemberdayaan petani salak desa pangu oleh pemerintah 
desa tidak ada. Hal itu disampaikan oleh pemerintah desa dan masyarakat petani bahwa 
kebijakan pemerintah Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur  dalam pemberdayaan petani salak 
tidak ada dalam bentuk peraturan desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
hanya mendorong agar petani salak dalam mengelolah hasil pertanian dengan berinovasi pada 
pada produksi lain seperti buah salak dijadikan sebagai jajanan khas desa pangu. 
Artinya jika bicara peran pemerintah desa pangu dalam pemberdayaan petani salak yang 
dilihat pada aspek kebijakan, maka peneliti dapat mengatakan tidak ada kebijakan yang dapat 
mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian buah salak. Karena baik dari program 
pemberdayaan, hasil produktivitas dan dorongan penyediaan saran dan prasarana baik itu 
kebutuhan bibit dan pembukaan garapan lahan baru tidak ada. Selanjutnya jika peran 
pemerintah dilihat lagi pada program pemberdayaan seperti pelatihan pertanian menanam 
salak pun juga tidak ada. Artinya dari hasil penelitian ini peneliti dapat mengatakan bawah 
peran pemerintah dalam pemberdayaan petani salak hanya berupa mendorong petani salak 
untuk berinovasi buah salak menjadi produk UMKM seperti olahan dodol salak, kopi salak dan 
manisan salak, serta sirup salak tetapi pemerintah tidak melakukan pelatihan secara medern 
atau memberikan tunjangan sarana dan prasarana. 
 
B. Aspek Peran Sebagai Strategi 
Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan- tujuan utama, 
kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan 
yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian 
sumber daya yang dimiliki oleh organisasi menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, 
strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan tantangan masa depan, dimana 
dapat mengantisipasi perubahan dalam lingkungan. Aturan dasar dalam merumuskan strategi 
yang pertama ia harus menjelaskan dan menginterprestasikan masa depan tidak hanya masa 
sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada 
keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ia harus 
diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga 
fleksibilitas adalah sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. 
Dalam lingkungan organisasi, strategi memiliki peranan yang sangat penting untuk 
mencapai tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan 
tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Strategi sebagai 
pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara 
keputusan-keputusan yang diambil individu atau organisasi, lalu strategi sebagai sarana 
koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi, kemudian 
strategi sebagai target dimana strategi akan digabungkan dengan visi misi untuk menentukan 
dimana organisasi berada dalam masa yang akan datang, penetapan tujuan tidak hanya 
dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusun strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi 
bagi organisasi. Oleh karena itu dalam konteks organisasi pemerintahan maka strategi sangat 
penting sebagai suatu cara untuk mencapai kerja-kerja penyelenggaraan pemerintahan dengan 
baik. 
Dalam konteks peran pemerintah dalam pemberdayaan petani salak maka secara umum 
pemberdayaan dikatakan adalah suatu cara untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi 
 
petani salak untuk mengerti cara pengelolaan hasil pertanian agar produktiv. Tetapi dalam 
pemberdayaan juga harus bicara tentang suatu strategi agar supaya sasaran pemberdayaan 
yang akan dicapai bisa berjalan dengan baik. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: 
“Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat 
luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya 
agar dapat memenuhi keinginan-keinginanya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumberdaya 
yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya”. 
Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau 
masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah 
yang lebih sejahtera. Dalam hal ini maka strategi pemberdayaan yang dimaksud adalah 
pemerintah desa mampu memberikan jangkauan produktivitas hasil petani salak sebagai upaya 
mendorong petani yang sejahtera dan tangguh. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah Desa Pangu Kecamatan 
Ratahan Timur  kabupaten minahasa tenggara mengenai strategi pemberdayaan petani salak, 
maka hasilnya adalah pemerintah desa hanya mengingatkan saja kepada setiap keluarga untuk 
menanam salak, tidak ada strategi yang lebih spesifik. Artinya peneliti berpendapat bahwa 
peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani salak yang dilihat pada aspek strategi tidak 
ada. Pemerintah desa hanya mengingatkan saja bahwa desa pangu sejak dulu sudah dikenal 
sebagai penghasil buah salak, maka agar eksistensi tersebut tidak luntur seiring dengan 
perkembangan zaman, maka setiap keluarga harus menanam  pohon salak. Artinya strategi yang 
berkaitan dengan rencana, program kerja dan misi pemberdayaan petani salak jangka panjang 
tidak didapatkan dilapangan. 
Oleh sebab itu peneliti berpendapat juga bahwa seharusnya pemerintah desa pangu 
mempunyi strategi produktivitas pertanian lebih khusus petani salak untuk supaya membantu 
petani salak lebih sejahtera. Strategi yang bisa dilakukan adalah mengembangkan lahan 
pertanian, membantu memasarkan hasil pertanian serta mendorong petani salak memahami 
pengelolaan pertanian berbasis modern. Karena petani salak menggantungkan ekonominya 
pada hasil jual pertanian. Berdasarkan hal ini maka secara spesifik mengenai pemberdayaan 
petani salak di desa pangu dapat dikatakan pemerintah miskin peran dalam memperhatikan 
nasip petani salak desa pangu. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa pangu tidak 
mempunyai peranan yang lebih luas dalam mewujudkan kedaulatan petani salak. 
 
C. Aspek Peran Sebagai Responsivitas & Proaktiv 
Responsivitas dijadikan salah satu ukuran untuk melihat kerja-kerja pemerintahan dari 
banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dan tindakan pemerintah dalam 
menanggapi keluhan tersebut, dan kepedulian pemerintah terhadap masalah. responsivitas 
(responsiveness) adalah kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, 
menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Disini responsivitas menunujuk pada keselarasan antara program dan 
kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat 
yang diprogramkan dan dijalankan oleh Organisasi publik responsivitas organisasi tersebut 
dinilai semakin baik. 
Responsivitas yang dimaksud adalah daya tangkap yang dilakukan oleh pemerintah desa 
pangu dalam konteks pemberdayaan masyarakat petani salak. Berdasarkan hasil penelitian, 
tidak ditemukan respon yang cukup memadai untuk mengakomodir kedaulatan petani salak 
Pangu. Hal itu berlandaskan pada keluhan masyarak mengenai hasil produktivitas pertanian 
yang belum diikuti dengan pemberdayaan petani yang modern, sehingga petani salak belum bisa 
maksimal dalam memasarkan hasil olahan buah salak. Sebagaimana diketahui bahwa olahan 
buah salak seperti dodol salak, manisan, sirup dan kopi salak hanya bisa memiliki nilai jual 
secara lokal, dan tidak bisa menyasar pasar nasional. Hal ini tentu menjadi sebuah keluhan dari 
masyarakat petani salak karena nilai jual olahan buah salak masi berputar-putar pada pasar 
lokal atau secara konvensional saja. Berdasarkan hal ini peneliti melihat bahwa pada konteks 
responsivitas pemerintah desa pangu dalam melihat keluhan petani salak belum ada respon-
respon yang mengarah pada kedaulatan atau kesejateraan petani salak yang berkelanjutan. 
Selanjutnya pada aspek proaktiv, maksudnya adalah pemerintah desa pangu harus aktif 
secara terpadu, kolaboratif dan inovatif untuk terlibat pada pemberdayaan petani salak. Hal itu 
 
bisa dilakukan dengan cara membuat program kerja pemerintah desa pada sektor pertanian. Ini 
dimaksdukan agar program kerja antara pemerintah desa dan pihak lainnya agar mendorong 
hasi produktivitas pertanian buah salak go-nasional ataupun go-internasional. Caranya dengan 
bekerjasama dengan pemerintah daerah, pihak swasta dan meningkatkan nilai jual hasil olahan 
buah salak. Jika hal ini dilakukan pada kedaulatan petani salak desa pangu dari sisi ekonomis 




Pada aspek kebijakan, pemerintah Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur  dalam 
pemberdayaan petani salak tidak ada kebijakan baik dalam bentuk peraturan desa ataupun 
rencana pembangunan desa dibidang pertanian. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa hanya mendorong agar petani salak dalam mengelolah hasil pertanian dengan berinovasi 
pada pada produksi lain seperti buah salak dijadikan sebagai jajanan khas desa pangu. Dan pada 
aspek strategi, Pemerintah desa hanya mengingatkan saja bahwa desa pangu sejak dulu sudah 
dikenal sebagai penghasil buah salak, maka agar eksistensi tersebut tidak luntur seiring dengan 
perkembangan zaman, maka setiap keluarga harus menanam pohon salak. Tidak ada strategi 
yang dijabarkan dalam pembangun pertanian didalam program kerja pemerintahan desa. Secara 
umum baik peran pemerintah Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur  kabupaten minahasa 
tenggara dalam pemberdayaan petani salak yang dilihat pada peran sebagai kebijakan dan 
strategi peneliti menyimpulkan kedua hal tersebut tidak ditemukan dalam pembangunan 
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